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Capaian Pembelajaran CPL Prodi yang dibebankan pada MK
S1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
P1 Menguasai teori dan konsep dasar ilmu hukum
Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau
KU1 implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai
dengan bidang keahliannya;
KK8 Mampu berkomunikasi dengan baik dalam menangani perkara hukum
CPMK
CPMK1 Setelah mengikuti atau mempelajari_ mata kuliah ini mahasiswa dapat 'menghubun'gkan peratura_m perundang-
undangan pajak dengan teori penghitungan pungutan negara dalam sistem perpajakan Indonesia (S1,P1,KU 1,KK8)
Sub-CPMK
mahasiswa dapat menghubungkan peraturan perundang-undangan pajak dengan teori penghitungan pungutan
CPMK1 negara dalam sistem perpajakan Indonesia (CPMK1)

Hukum Pajak adalah cabang Ilmu Hukum yang mencakup keseluruhan peraturan yang mengatur peristiwa dan tindakan yang menimbulkan

Deskripsi MK penggunaan pajak oleh negara. Menjelaskan agar mahasiswa dapat mengerti tentang sistem perpajakan Indonesia menurut Hukum Pajak




Bahan Kajian:
Materi Pembelajaran
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. pertemuan 1pengertian pajak, hukum pajak, dan perbedaan pajak dengan retribusi dan sumbagan
. pertemuan 2kedudukan dan hubungan hukum pajak dengan ilmu hukum lainnya

. pertemuan 3teori-teori dan asas-asas pemungutan dan pengenaan pajak

. pertemuan 4subjek pajak, wajib pajak dan penanggung pajak

. pertemuan 5Hak dan Kewajiban Wajib Pajak

. pertemuan 6Ketentuan Umum mekanisme perpajakan

. pertemuan ke 7Hutang Pajak

. pertemuan 8UTS

. Pertemuan 9jenis- jenis pajak dan tarif pajak

10. pertemuan 10
11. pertemuan 11
12. Pertemuan 12
13. Pertemuan ke 13
14. pertemuan ke 14
15. pertemuan ke 15
16. pertemuan 16
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CPMK1. mahasiswa dapat ketepatan ; 1 .
menghubungkan peraturan menjelaskan : . pertenuan Lpengertian
. . diskusi pajak, hukum pajak, dan
perundang-undangan pajak dengan|pengertian dan .
. . ) tes perbedaan pajak dengan 10
teori penghitungan pungutan perbedaan pajak N
; . . . Ceramah retribusi dan sumbagan;
negara dalam sistem perpajakan |dengan retribusi dan [12.345]
Indonesia sumbangan SR
CPMKI1. mahasiswa dapat ketepatan dalam pertemuan 2kedudukan
menghubungkan peraturan menjelaskan : .
. diskusi dan hubungan hukum
perundang-undangan pajak dengan|kedudukan dan . .
. . tes pajak dengan ilmu 10
teori penghitungan pungutan perbedaan hukum ;
. . . . Ceramah hukum lainnya;
negara dalam sistem perpajakan |pajak dengan ilmu [1.2.3.4,5,]
Indonesia hukum lainnya Tme
CPMKI1. mahasiswa dapat . -
menghubungkan peraturan ketepatan dalam : . pertemuan 3teori-teori
. . . diskusi dan asas-asas
perundang-undangan pajak dengan|menjelaskan teori dan
. ) tes pemungutan dan 10
teori penghitungan pungutan asas pemungutan dan ;
. . : Ceramah pengenaan pajak;
negara dalam sistem perpajakan |pengenaan pajak [1.2.34,5,]
Indonesia e
CPMK1. mahasiswa dapat
menghubungkan peraturan ketepatan dalam diskusi pertemuan 4subjek
perundang-undangan pajak dengan|menjelaskan subjek, tes pajak, wajib pajak dan 10
teori penghitungan pungutan objek, wajib dan C penanggung pajak;
. . . eramah
negara dalam sistem perpajakan |penanggung pajak [1,2,3,4,5,]

Indonesia
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